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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :  120/B /2011 /PT .TUN.SBY

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  

yang  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

Tata  Usaha  Negara  pada  t i ngka t  band ing ,  te lah  

menja tuhkan  putusan  sebaga imana  te rsebu t  dibawah  in i ,  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I  KETUT MANUABA,   Warga  Negara  Indones ia ,  lak i - lak i ,  

peker j aan  Swasta  ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Banja r  Dinas  Ip i l ,  

Desa  /  Kelu rahan  Gadungan,  

Kecamatan  Selemadeg  Timur ,  

Kabupaten  Tabanan,  yang  

se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  

p ihak  :  

- - - PENGGUGAT/PEMBANDING- - - -

                   

M E L A W A N :

BUPATI  TABANAN,  Berkedudukan  di  Ja lan  Pahlawan  Nomor  

19  Tabanan,  member ikan  kuasa  

kepada  :  - - - - - - - - - -             

1.     I  PUTU  EKA  SUYANTHA, 

SH,MH.- - - - - - - - -

2.     HERRY  C.  FRANKLIN,  

SH.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

                       

3.     ERWIN INDRAPRAJA,  SH,  MH. 

- - - - - - - - - - -

Berdasarkan   Sura t  Kuasa  Khusus  

No.  SKK-1091  /  P.1 .17  /  Gp.2  /  

05  /2011 ,  tangga l   4  Mei  2011.  

Selan ju t nya  d isebu t  sebaga i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERGUGAT/T

ERBANDING - - - - - - - - - -

Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  Surabaya  te rsebu t  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

− Telah  membaca  Penetapan  Waki l  Ketua  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  Nomor  :  

120/PEN/201 1/P TTUN.SBY.  tangga l  25  Oktober  2011 

ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Telah  membaca  Sal i nan  Putusan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Denpasar  Nomor  :  05/G/2011 /PTUN.Dps  

tangga l  18  Agustus  2011  beser ta  sura t  –  sura t  

la i nnya  yang  ber ta l i a n ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

− Berkas  perkara  dan sura t  – sura t  la i nnya  yang  

bersangku tan  dengan  sengke ta  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  1 dar i  18  hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

TENTANG  DUDUK  SENGKETA

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  mengambi l  a l i h  dan  

mener ima  keadaan  mengenai  duduk  sengke ta  sebaga imana  

te rcan tum  da lam putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar   Nomor  :  05 /  G /  2011 /  PTUN .Dps . tangga l  

18 Agustus  2011 yang  amarnya  seb agai  ber i ku t ; - - - - -

 DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

-  Menolak  Ekseps i  Tergugat   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak  gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perka ra  

in i  sebesar  Rp.  168. 500, -  (se ra tus  enam pu luh  

delapan  r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  ;  -

Menimbang,  bahwa Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Denpasar  te rsebu t  d iucapkan  dalam s idang  yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  Kamis  tangga l  18 Agustus  

2011  dengan  dihad i r i  o leh  Penggugat  dan  Kuasa  

Terguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  /  Pembanding  te l ah  

mengajukan  permohonan  band ing  pada  tangga l  18 Agustus  

2011,    yang    di t e r ima  di  Kepani te raa n  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Denpasar  pada  tangga l  18  Agustus  

2011,  yang  te lah  d iber i t a hukan  kepada  p ihak  lawan  

dengan  sura t  te rca ta t   tangga l  18  Agustus  2011 

Nomor  : 05  /  G  /  2011/  PTUN.  Dps;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Penggugat  /  Pembanding  t i dak  

mengajukan  memor i  

band ing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  Bahwa   sebe lum   berkas   perkara  

d ik i r im   ke  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya ,  Pani te ra  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  te lah  melaksanakan  pemanggi l an  dan 

pember i t ahuan  kepada  para  p ihak  untuk  member i  

kesempatan  membaca    dan    mempela ja r i   /   memer iksa  

berkas   perka ra ,   masing   –

Hal  2 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing  pada  tangga l  15  September  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Denpasar   Nomor  :  05/G/2011 /PTUN.Dps  d iucapkan  

pada  har i  Kamis  ,  tangga l  18  Agustus  2011  da lam 

s idang  yang  te rbuka  untuk  umum dan  d ihad i r i  o leh  

Penggugat  /  Pembanding  dan  Kuasa  Terguga t  /  

Terband ing ,  maka tenggang  waktu  14 (empat  be las )  har i  

untuk  mengajukan  permohonan  band ing  bag i  p ihak  yang  

had i r  d ih i t ung  se jak  d iucapkannya  putusan  te rsebu t  

d ipers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  /  

Pembanding  te l ah  mengajukan  permohonan  band ing  sesua i  

dengan  akta  permohonan  band ing  No:  05/G/2011 /PTUN.Dps  

pada  tangga l  18 Agustus  2011,  maka permohonan  band ing  

te rsebu t  secara  fo rma l  dapat  di t e r ima  karena  dia jukan  

masih  dalam  tengang  waktu  ta ta  cara  dan  persyara tan  

sebaga imana  yang  d i ten tukan  o leh  pasa l  123  Undang  – 

undang  Nomor  5 Tahun 1986  jo  Undang – undang  Nomor  51  

Tahun 2009  yakn i  Undang – undang  Perubahan  kedua  ka l i  

Undang  – Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete l ah  mempela ja r i  secara  

seksama  berkas  perkara  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  No:5 /G/2011 /PTUN.Dps  tangga l  18 Agustus  2011  

yang  te rd i r i  dar i  Ber i t a  Acara  Pers iapan ,  Ber i t a  

Acara  Pers idangan ,  Putusan  Akhi r  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Denpasar  dan  menel i t i  ser ta  

memperhat i kan  sura t  –  sura t  buk t i  yang  d ia jukan  para  

p ihak  d ipers i dangan ,  kete rangan  saks i  –  saks i ,  maka 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maje l i s  band ing  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Surabaya  akan  mempert imbangkan  sebaga imana  d iu ra i kan  

d ibawah in i  :

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Banding  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Surabaya  sebaga i  judex  

fac t i e  d i t i ngka t  band ing  pada  har i  Selasa  tangga l  3 

Januar i  2012  te lah  musyawarah  dan  mufaka t  dengan  

bula t  berpendapat  dan  berkes impu lan  bahwa 

per t imbangan  hukum  dan putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Denpasar  te rsebu t  

Hal  3 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

te l ah  tepa t  dan  benar  sesua i  dengan  hukum  yang  

ber laku ,  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI:

Bahwa  dalam  perkara  in i ,  obyek  sengke ta  

berupa  Surat  Keputusan  Bupat i  Tabanan  Nomor  248  

Tangga l  8  oktober  2008  Tentang  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  perbeke l  Desa  Gadungan  

Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan,yang  

memberhent i kan  I  Made  Mantrayasa  dan  mengesahkan  

pengangka tan  I  Gede Anom Antara  yang  te rp i l i h  sebaga i  

Perbeke l  Desa  Gadungan  Kecamatan  Selamadeg  Timur  

Kabupaten  Tabanan  maka dalam hal  in i  penggugat  t i dak  

d i tu j u kan  secara  

langsung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  berdasarkan  Sura t  Edaran  Mahkamah 

Agung RI  No.2  Tahun  1991  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Beberapa  Keten tuan  dalam undang- undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  perad i l a n  Tata  Usaha  Negara ,  angka  v.3  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebu tkan  bag i  mereka  yang  t i dak  di tu j u  oleh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  akan  te tap i  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan ,  maka  tenggang  waktu  

sebaga imana  d imaksud  da lam  pasar  55  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  usaha  

Negara  dih i t ung  secara  kasus i s t i s  se jak  saat  ia  

merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  o leh  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  dan mengetahu i  adanya  keputusan  te rsebu t  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  karena  penggugat  bukan  p ihak  yang  

t i dak  d i tu j u  langsung  Keputusan  Tata  usaha  Negara ,  

dengan  berpedoman  pada  keten tuan  dia tas  dika i t k an  

dengan  dal i l  penggugat  d ise r t a i  bukt i  v ide  P- 7  maka 

tenggang  waktu  penga juan  gugatan  dih i t ung  secara  

kasu i s t i s  se jak  d ike tahu inya  obyek  sengketa  o leh  

Penggugat  ya i t u  pada  tangga l  7 Maret  2011,  sedangkan  

gugatan  d ida f t a r kan  d i  Kepani t e raan  pengad i l an  

Tata   Usaha   Negara  Denpasar  pada  tangga l  4  Apr i l  

2011,  maka Maje l i s

Hal  4 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Hakim  berkes impu lan  gugatan  d ia j ukan  masih  dalam 

tenggang  waktu  penga juan  gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  ekseps i  mengenal  hal  

gugatan  lewat  waktu  t i dak l ah  bera lasan  hukum  oleh  

karenanya  patu t  d inya takan  t i dak  dapat  di t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  ekseps i  Tergugat  t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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dapat  di t e r ima ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  pokok  perkara  sebaga imana  d iu ra i kan  

d i  bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

d in i l a i  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang  – 

undangan  yang  ber laku  apab i l a  keputusan  yang  

bersangku tan  ber ten tangan  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perudang- undangan  ba ik  dalam  seg i  

kewenangan,p rosedura l ,  

substans i a l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Wewenang Pejabat  yang  menerbi tkan  Keputusan  Tata  

usaha    Negara .

Bahwa  dalam  sengke ta  a  quo,  Maje l i s  Hakim 

berpendapa t  bahwa  yang  harus  per lu  diu j i  te r l eb i h  

dahu lu  ada lah  kewenangan  Terguga t  da lam  mengeluarkan  

obyek  sengketa ,  sebaga i  dasar  pengu j i an  untuk  

menentukan  apakah  keputusan  ta ta  usaha  negara  yang  

d iguga t  te rsebu t  sah  ( rech tmat i g )  atau  t i dak  untuk  

menerb i t kan  sura t  keputusan  dalam sengke ta  in  l i t i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dar i  seg i  kompetens i  suatu  jaba tan ,  ha l  

t i dak  berwenangnya  Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  

mel ipu t i  3  ( t i g a )  kemungk inan ,ya i t u  :T idak  berwenang  

dar i  seg i  mater i  atau "onbevoeghe id  ra t i one  mater i ae " ,  

t i dak  berwenang  dar i  seg i  tempat  atau  "onbevoeghe id  

ra t i one  loc i " ,  dan  t i dak  berwenang  dar i  seg i  waktu  

atau  "onbevoeghe id  ra t i one  tempor i s "  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Bahwa  dalam  rangka   mengatu r   dan   mengurus  

kepent i ngan  

masyaraka t  desa,  maka  diben tuk l ah  Pemer in tahan  Desa 

yang  te rd i r i  dar i  

Hal  5 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Pemer in tah  Desa  dan  Badan  Permusyawara tan  Desa  atau  

d isebu t  sebaga i  BPD,  dalam hal  in i  BPD sebaga i  sa lah  

satu  lembaga  untuk  mewujudkan  demokras i  dalam 

penye lenggaraan  pemer in t ahan  desa  sebaga i  unsur  

penye lenggara  pemer in t ahan  d i te t apkan  mela lu i  

Keputusan  Bupat i  atau  Wal iko ta ,  sedangkan  Pemer in tah  

Desa te rd i r i  dar i  Kepala   Desa  dan   Perangka t   Desa 

sebaga imana   te r t uang   dalam

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  72 

tahun  2005  ten tang  Desa,  dan  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Tabanan  Nomor  l2  Tahun  2006  ten tangTata  

Cara  Penca lonan ,  Pemi l i han ,  Pelan t i kan  dan  

Pemberhent i an  Perbeke l  (v i de  bukt i  T.1 ,  T. l5 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dalam  hal  pengusu lan  pengangkatan  dan  

pemberhent i an  kepa la  desa  atau  perbeke l ,  BPD 

mempunya i  kewenangan  te rsebu t  yang  d ia tu r  da lam pasa l  

35  but i r  (c )  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  

Nomor  72  tahun  2005  ten tang  Desa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  BPD menetapkan  ca lon  te rp i l i h  

Kepala  Desa,  berdasarkan  keten tuan  51  ayat  ( l )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  72 

tahun  2005  ten tang  Desa,  maka  Bupat i  atau  wal i ko ta  

berwenang  untuk  melant i k  dan  mengesahkan  Kepala  

Desa; - - - - -

Bahwa berdasarkan  ura ian  di  atas ,  Maje l i s  Hakim 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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berkes impu lan  bahwa  t i ndakan  hukum  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  sura t  Keputusan  Bupat i  Tabanan  Nomor  248  

Tangga l  8  oktober  2008  Tentang  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Perbeke l  Desa  Gadungan  

Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  te lah  

te rbuk t i  berwenang  dalam menerb i t kan  objek  sengke ta  a 

quo  dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang-  undangan  yang  ber laku  ;  - - -

b.  Prosedur  penerbi tan  Keputusan Tata  Usaha Negara   ;  

Bahwa  mencermat i  Sura t  Keputusan  Bupat i  

Tabanan  Nomor  248  Tanggal  8  oktober  2008  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Perbeke l  

Desa Gadungan Kecamatan  Selemadeg Timur  

Hal  6 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Kabupaten  Tabanan  adalah  merupakan  sura t  keputusan  

mengenai  pengesahan  pengangkatan  Perbeke l  Desa 

Gadungan  Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  

Tabanan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa hal  yang  pa l i ng  utama  da lam menerb i t kan  

suatu  keputusan  harus lah  mempert imbangkan  syara t  

fo rm i l  dalam  proses  pembuatannya .  Sura t  Keputusan  

Bupat i  Tabanan  Nomor  248  Tanggal  8  Oktober  2008  

Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Perbeke l    Desa   Gadungan   Kecamatan   Selemadeg  

Timur   Kabupaten  

Tabanan  adalah  merupakan  proses  dar i  pemi l i han  

perbeke l  d i  desa  Gadungan,  Kecamatan  Selemadeg  Timur  

Kabupaten  Tabanan  ;  - - - - - - - - - -

Bahwa fak ta - fak ta  yang  te rungkap  dipers i dangan  

berdasarkan  bukt i - bukt i  dan  saks i - saks i  yang  d ia jukan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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dipers i dangan ,  fak ta - fak ta  te rsebu t  adalah  sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1. Bahwa  pemi l i han  perbeke l  d i  desa  Gadungan,  

Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  

di l aksanakan  dua  (2 )  ka l i .  Pemi l i han  per tama  

di l aksanakan  pada  tangga l  3  Februar i  2007  dan  

pemi l i han  kedua  padatangga l  7  September  2008  

(ber i t a  acara  saks i  dar i  I  Nengah  Bahwa benar  

pemi l i han  per tama  tangga l  3  Pebruar i  2007  dan  

pemi l i han  kedua  pada  tangga l  7  September  2008  

(ber i t a  acara  saks i  dar i  I  Nengah  Kasub  tangga l  

14 Ju l i  2011 dan I  Putu  Arka  Bujangga  tangga l  28  

Ju l i  2011)  ;  - - - -

2. Bahwa benar  pemi l i han  per tama tangga l  3 Pebruar i  

2007  te lah  di l aksanakan  berdasarkan  keputusan  

pan i t i a  pemi l i han  perbeke l  desa  gadungan  

kecamatan  se lemadeg  t imur  kabupaten  tabanan  

(  v ide  bukt i  P- 10,T2-

T3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3. Bahwa benar  Penggugat  sa lah  satu  ca lon  dar i  7 

ca lon  yang  mengiku t i  pemi l i han  perbeke l  Desa 

Gadungan  Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  

Tabanan,  ser ta  d iadakannya  pembahasan  pera tu ran  

ta ta  te r t i b  kampanye  dan  penetapan  ser ta  

pember ian  nomor  uru t  ca lon  (  v ide  bukt i  P- 12,T- 4 

) ; - - - - - - - - - -

4. Bahwa   sete l ah   diadakan   pemi l i han   maka 

tahap    se lan ju t nya  

Hal  7 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

diadakan  pengh i t ungan  suara  dan  has i l  dar i  

pengh i t ungan  suara  te rsebu t  d i l apo rkan  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Ketua  BPD Desa  Gadungan  (  v ide  bukt i  P- 2=T-

5)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa atas  has i l  dar i  pemi l i han  te rsebu t , adanya  

kebera tan  dar i  6 ca lon  Perbeke l  dan kebera tan  ke  

6  ca lon  Perbeke l  te rsebu t  d isampaikan  ke  BPD 

(  v ide  Bukt i  P- 14  =  T-

5)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa,  atas  laporan  kebera tan  dar i  ke- 6  ca lon  

te rsebu t  BPD  mengadakan  rapa t  untuk  

menyelesa i kan  permasa lahan  yang  t imbu l  di   Desa  

Gadungan,o leh  karena  dalam rapa t  t i dak  te rcapa i

kesepaka tan  untuk  mencapai  mufaka t  maka  BPD 

menyampaikan  kepada  Bupat i  untuk  memohon 

petun juk  dalam  penye lesa ian  permasa lahan  yang  

t imbu l  dalam  Desa  Gadungan  (v i de  Bukt i  T- 7,T-

9)  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa,  te rhadap  permasa lahan  yang  d isampaikan  

BPD kepada  Bupat i  maka  dalam  sura tnya  Bupat i  

berdasarkan  Pera tu ran  Daerah  No.12  Tahun  2006  

Bupat i  menyerahkan  se lu ruhnya  kepada  BPD untuk  

menyelesa i kannya  karena  pemi l i han  Perbeke l  

ada lah  kewengan  desa  mela lu i  BPD  sedangkan  

Bupat i  berwenang  untuk  mengesahkan  ca lon  

Perbeke l  Terp i l i h  yang  d i t e t apkan  o leh  BPD (v i de  

bukt i  T- 10 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa,  berdasarkan  sura t  dar i  Bupat i  te rsebu t  

se lan ju t nya  BPD  menerb i t kan  sura t  pembata lan  

Pemi l i han  Perbeke l  per tama  di  Desa  Gadungan  

tangga l  3  Februar i  2007  dengan  Nomor  :  

XV/BPD/V/2007  te r t angga l  4 Mei  2007  (v i de  bukt i  

T- 11,P- 23)  ; - - - -

9. Bahwa,  belum  te rcapa inya  keputusan  da lam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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pemi l i han  perbeke l  sampai  berakh i r nya  masa 

jaba tan  Perbeke l  desa  gadungan  maka  Bupat i  

mengeluarkan  Surat  Keputusan  Bupat i  Tabanan  

No.357  tahun  2007  berdasarkan  pasa l  54 ayat  (2 )  

Perda  kabupaten  tabanan  No.12  tahun  2006  (v ide  

bukt i  P- 24) ; - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa,se lan j u t n ya  Bupat i  Tabanan  mengesahkan  

Anggota  Badan      Permusyawara tan      Desa  

(BPD)     Desa   Gadungan 

Hal  8 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  

berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupat i  Tabanan  Nomor  

194  tahun  2008  ten tang  Pengesahan  Anggota  Badan  

Permusyawara tan  Desa  (BPD)  Desa  Gadungan  

Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  

(v i de  bukt i  T-

l2 )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

11. Bahwa  kemudian  BPD membentuk  Pani ta  Pemi l i han  

Perbeke l  Desa  Gadungan  untuk  menindak  lan ju t i  

penye lesa ian  permasa lahan  yang  t imbu l  te rka i t  

dengan  penetapan  ca lon  Perbeke l  Desa  gadungan  

(  v ide  bukt i   T-  13) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa se lan ju t nya  sesua i  dengan  Sura t  Keputusan  

Pani t i a  Pemi l i han  Perberke l  desa  Gadungan  Nomor  

1 Tahun 2008 menje laskan  ten tang  Syara t  -  syara t  

dan  Tata  Cara  Penca lonan  Baka l  Calon  Perbeke l  

(v i de  bukt i  T- l3 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa sesua i  dengan  Ber i t a  Acara  Rapat  Gabungan  

desa  Gadungan  yang  mel iba t kan  se lu ruh  warga  

dusun  setempat ,  ketua  dan  anggota  BPD,  bendesa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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adat ,  ketua  badan  musyaawarah ,  anggota  pan i t i a  

pemi l i han  perbeke l ,  dan  tokoh  -  tokoh  

masyara taka t  desa  Gadungan  secara  musyawarah  

mufakat  menetapkan  Calon  Perbeke l  Desa  Gadungan  

per iode  2008  -  2014  te r t angga l  7 September  2008  

(v i de  bukt i  T- l3 )  ;  - - - - - - -

14. Bahwa kemudian  Ketua  Pani t i a  Pemi l i han  Perbeke l  

desa  Gadungan member ikan  laporan  has i l  pemi l i han  

te rsebu t  di  atas  kepada  BPD te r t angga l  1  I  

September  2008 (v ide  bukt i  T- l3 )  ;  - - - -

15. Bahwa  atas  laporan  te rsebu t  BPD mengeluarkan  

Sura t  Keputusan  Badan  Permusyawara tan  Desa 

Gadungan  Nomor  02  Tahun  2008  ten tang  Penetapan  

Calon  Perbeke l  Desa  Gadungan  Per iode  Tahun  2008  

-  2014  te r t angga l  17  September  2008  dan  Ber i t a  

Acara  ten tang  Penetapan  Calon  Perbeke l  Desa 

Gadungan  Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  

Tabanan  te r t angga l  17  September  2008  (v ide  

bukt i  T- 13)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa   se lan ju t nya   berdasarkan  per t imbangan  

dan usu lan  yang  

Hal  9 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

dike lua r kan  BPD te rsebu t  d i  atas  yang  d i tu j u kan  

kepada  Bupat i  Tabanan,  menerb i t kan  Surat  

Keputusan  Bupat i  Tabanan  Nomor  248  Tanggal  8 

Oktober  2008  Tentang  Pemberhent i an  dan 

Pengesahan  Pengangkatan  Perbeke l  Desa  Gadungan  

Kecamatan  Selemadeg  Timar  Kabupaten  Tabanan  

(v i de  bukt i  P- l  =  T- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa  dalam  Pemi l i han ,  penca lonan ,  

Pengangkatan ,  pengesahan  dan  penetapan  perbeke l  desa  

te lah  dia tu r  da lam Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Tabanan  

Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Tata  Cara  Penca lonan ,  

Pemi l i han ,  Pelan t i k an  dan  Pemberhent i an  

Perbeke l , an t a ra

la i n  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasal  2 :

Ayat  I  :  BPD membentuk  Pani t i a  Pemi l i han  Perbeke l  

yang  anggotanya  te rd i r i  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

a.  Unsur  Perangka t  

Desa  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b.  Pengurus  Lembaga  Kemasyaraka tan  

Desa . - - - - - - - - - - - - - -

c .  Tokoh  

masyaraka t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

       Ayat  2  :  Pani t i a  Pemi l i han  perbeker  

sebaga imana  d imaksud  da lam  ayat  I  

d i t e t apkan  dengan  keputusan  BPD.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  30 :

Ayat  1  :    sete lah  pelaksanaan  pemungutan  suara  

d inya takan  se lesa i  KPPS  melaksanakan  

penghi t ungan  suara  d i  TPS.- - - - - - - - - -

Ayat  2  :  Hasi l  Pengh i tungan  suara  sebaga imana  

d imaksud  ayat  I  d isampaikan  kepada  pani t i a  

pemi l i han .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasal  34:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Ayat  2  :  sete lah  se lesa i  pelaksanaan  pemi l i han  

Ketua  pan i t i a  Pemi l i han  mengajukan  has i l  

pemi l i han  kepada  BPD,  se lan ju t nya  BPD 

menetapkan  ca lon  perbeke l  te rp i l i h  

berdasar  suara  te rbanyak .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  3  :  Calon  Perbeke l  te rp i l i h  yang  te lah  

d i te t apkan  oleh  BPD sebaga imana    d imaksud  

ayat    2   d isahkan   o leh  Bupat i  

Hal  10  dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

dengan  menerb i t kan  Keputusan  Bupat i  

ten tang  pengesahan  pengangkatan  Perbeke l  

te rp i l i h . - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasal  36 :

Ayat  1  :   Kebera tan  te rhadap  penetapan  has i l  

pemi l i han  perbeke l  hanya  dapat  d ia jukan  

o leh  ca lon  perbeke l  kepada  BPD dalam waktu  

pal i ng  lambat  3  har i  sete l ah  penetapan  

has i l  pemi l i han  perbeke l .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Ayat  2 :   kebera tan  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  

I  hanya  berkenaan  dengan  has i l  

pengh i t ungan  suara  yang  mempengaruh i  

te rp i l i h n ya  pasangan  ca lon .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  3  :   Penga juan  kebera tan  kepada  BPD 

sebaga imana  d imaksud  ayat  I  d isampaikan  

kepada  

Bupat i . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  4  :  BPD memutus  sengketa  penetapan  has i l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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pemi l i han  Perbeke l  sebaga imana  dimaksud  

ayat  I  dengan  musyawarah  untuk  mufaka t  dan  

keputusan  d iambi l  pa l i ng  lambat  14  har i  

se jak  d i te r imanya  permohonan  kebera tan  

te rsebu t  ;  - - - - - - - -

Ayat  5   :apab i l a  musyawarah  untuk  meufaka t  

sebaga imana  d imaksud  ayat  4 t i dak  te rcapa i  

maka  sengke ta  penetapan  has i l  pemi l i han  

perbeke l  d isampaikan  kepada  Bupat i , - - - - - -

Ayat  6 :   Putusan  Bupat i  sebaga imana  d imaksud  ayat  

5  bers i f a t  f i na l  dan 

mengika t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Pasal  54 :

Ayat  1  :  Apabi l a  penye lenggaraan  sampai  dengan  

pengesahan  ca lon  Perbeke l  te rp i l i h t i d a k  

dapat  d i l aksanakan  tepa t  waktu ,Bupa t i  

dapat  memperpan jang  waktu  untuk  

se lamalamanya  t i ga  bulan  dengan  keten tuan  

bahwa  perbeke l  atau  Pejaba t  Perbeke l  yang  

bersangku tan  te tap  melaksanakan  tugas  

sampai  di l an t i k annya  Perbeke l  has i l  

pemi l i han . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  2  :   Apab i l a  Perpan jangan  waktu  sebaga imana  

d imaksud  ayat  l  

Hal  11  dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

temyata  belum cukup  maka Bupat i  menetapkan  

pejaba t  Perbeke l  dengan  mengacu  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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sebaga imana  d imaksud  pasa l  46 dan  pasa l  47 

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  keten tuan  yang  dia tu r  da lam 

perda  Kabupaten  Tabanan  No.12  Tahun  2006  d ika i t k an  

dengan  fak ta - fak ta  dan  bukt i  yang  d i temukan  se lama 

pers idangan  ber langsung  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapa t  t i ndakan  Tergugat  dalam  mengeluarkan  dan  

menerb i t kan  Sura t  keputusan  yang  menjad i  objek  

sengke ta  a  quo  te lah  sesua i  dengan  tahap- tahap  yang  

d ia tu r  dalam  Pera tu ran  Daerah  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  t i ndakan  hukum  Terguga t  menerb i t kan  

keputusan  ta ta  usaha  negara  dalam  sengketa  in  casu  

secara  prosedura l  t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang  -  undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Substansi  Keputusan Tata  Usaha Negara

Bahwa  sa lah  satu  tugas  dan  wewenang  Kepala  

Desa  ya i t u  menyelenggarakan  urusan  pemer in t ahan ,  

pembangunan,  dan  kemasyaraka tan ,  ser ta  kewenangan  

dalam  rangka  memimpin  penye lenggaraan  pemer in t ahan  

desa  berdasarkan  keb i j akan  yang  d i te t apkan  bersama 

BPD  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  l4  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  72  Tahun  2005  

ten tang  Desa ;  - - -

Bahwa  Badan  Permusyawara tan  Desa  merupakan  

sa lah  satu  dar i  unsur  pemer in t ahan  desa,  d imana  dalam 

hal  penye lenggaraan  urusan  pemer in t ah  desa,  BPD 

mengatu r  dan  mengurus  kepent i ngan  masyaraka t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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berdasarkan  asa l  usu l  dan  adat  i s t i a da t  se tempat  yang  

d iaku i  dan d ihormat i  dalam sys tem pemer in tahan  Negara  

Kesatuan  Republ i k  Indones ia  sebaga imana  te r t uang  

dalam  pasa l  I  ayat  3  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Tabanan  Nomor  12  Tahun  2006  ten tang  Tata   cara  

Penca lonan ,    Pemi l i han ,    Pelan t i kan    dan  

Pemberhent i an  

Hal  12 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Perbeke l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  BPD da lam  ha l  menja lankan  tugas  dan  

kewenangannya  da lam  rangka  mengemban  amanat  dar i  

Pemer in tah  Daerah  untuk  menye lenggarakan  pemer in tahan  

desa,  te rmasuk  dalam  hal  pemi l i han  Perbeke l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pemi l i han  perbeke l  d i  desa  Gadungan,  

Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  

d i l aksanakan  dua (2)  ka l i ,  ha l  in i  d ika renakan  adanya  

kebera tan  yang  d ia jukan  oleh  ke- 6  ca lon  perbeke l  

te rhadap  penetapan  has i l  Pemi l i han  perbeke l  yang  

per tama; - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pemi l i han  Perbeke l  yang  per tama  

di l aksanakan  pada  tangga l  3  Februar i  2007  dan  

pemi l i han  kedua  pada tangga l  7 September

2008  (ber i t a  acara  saks i  dar i  I  Nengah  Kasub  tangga l  

14 Ju l i  2011 dan I  Putu  Arka  Bujangga  tangga l  28 Ju l i  

2011)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  kebera tan  yang  d ia jukan  

te rsebu t  BPD te lah  mengambi l  langkah- langkah  sesua i  

yang  d ia tu r  da lam pasa l  36 PERDA No.12  Tahun 2006  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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te l ah  d isampaikan  kepada  Bupat i  Tabanan  (  v ide  bukt i  

P-  14,T- 5,T- 7.T-

9) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  permasa lahan  te rsebu t  Bupat i  

Tabanan  da lam  sura tnya  yang  d i tu j u kan  kepada  Ketua  

BPD desa  Gadungan  penye lesa ian  sepenuhnya  dise rahkan  

kepada  BPD  karena  Pemi l i han  Perbeke l  merupakan  

kewenangan  Desa  mela lu i  BPD sesua i  yang  d ia tu r  dalam 

Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Tabanan  No. l2  tahun  2006  

maupun  Peratu ran  Pemer in tah  No.72  tahun  2005  (v i de  

bukt i  T- 10) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  BPD mengambi l  langkah- langkah  

sesua i  dengan  Perda  No.12  tahun  2006  ya i t u  dengan  

d iadakannya  pemi l i han  kedua  tangga l  7  September  2008  

yang  kemudian  BPD  membentuk  Pani t i a  Pemi l i han  

Perbeke l  desa  Gadungan  dan  Pani t i a  te rsebu t  te lah  

mengadakan  Rapat  Gabungan  yang  mel iba t kan  Semua 

Kepala  Dusun,Ke tua  dan  Anggota  BPD,  Bendesa  Adat ,  

Ketua  Badan  Musyawarah   (U lun  Desa) ,   semua Pani t i a  

Pemi l i han  Perbeke l  dan tokoh  

Hal   13  dar i   18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

masyaraka t  Desa  Gadungan  dan  secara  musyawarah  

mufaka t  te lah  memutuskan  dan  menetapkan  ca lon  

perbeke l  te rp i l i h  ya i t u  I  Gede  Anom Antara  (  Vide  

bukt i  T-

13)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  kemudian  has i l  dar i  Pemi l i han  te rsebu t  

d isampaikan  kepada  BPD  yang  se lan ju t nya  BPD 

mengeluarkan  Surat  Keputusan  No.2  Tahun  2008  ten tang  

Disclaimer
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Penetapan  ca lon  Perbeke l  desa  gadungan  per iode  tahun  

2008- 2014  (v ide  bukt i  T-

13) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa kemudian  sura t  Keputusan  BPD yang  ber i s i  

ten tang  penetapan  ca lon  Perbeke l  desa  Gadungan  dan  

usu lan  pengesahan  pengangka tan  I  Gede  Anom Antara  

sebaga i  Perbeke l  Desa  Gadungan  Kecamatan  Selemadeg  

t imur  kabupaten  tabanan  te rsebu t  d isampaikan  kepada  

Bupat iTabanan  (v i de  bukt i  T- 13)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa menurut  keten tuan  pasa l   34 ayat  3 Perda  

No.12  Tahun

2006  yang  menyatakan  bahwa "Calon  Perbeke l  yang  te lah  

d i te t apkan  oleh  BPD sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  2 

d isahkan  o leh  Bupat i  dengan  menerb i t kan  keputusan  

Bupat i  ten tang  Pengesahan  Pengangkatan  Perbeke l  " .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa  berdasarkan  keten tuan  d ia tas  dan  ca lon  

yang  te lah  d i te t apkan  o leh  BPD,  kemudian  Bupat i  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Tabanan  Nomor  248  

Tangga l  8  Oktober  2008  Tentang  Pemberhen t i an  dan 

Pengesahan  Pengangkatan  Perbeke l  Desa  Gadungan  

Kecamatan  Selemadeg  Timur  Kabupaten  Tabanan  (  ob jek  

sengke ta  a  quo  v ide  bukt i  P- 1  =  T- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  dia tas  

Maje l i s  hak im  berpendapat  t i dak  ada  wewenang  Bupat i  

untuk  tu ru t  campur /  ser ta  baik  dalam  ha l  proses  

pemi l i han  perbeke l  maupun  j i ka  te r j ad i  permasa lahan  

dalam proses  pemi l i han  perbeke l  berdasarkan  keten tuan  

PP No.72  tahun  2005  dan  Pera tu ran  Daerah  No.12  tahun  

2006,  dalam  hal  in i  kewenangan  Bupat i  pada  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  ten tang  pengesahan  dan  

Disclaimer
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pengangka tan  Perbeke l  berdasarkan  ca lon  yang  te lah  

d i te t apkan  o leh  BPD  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Hal  14 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Bahwa dengan  demik ian  Bupat i  dalam menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  a  quo  

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  yang  d ia tu r  da lam Perda  

No. l2  tahun  2006  ya i t u  berdasarkan  ca lon  yang  te lah  

d i te t apkan  o leh  BPD (  Vide  bukt i  P- 1  =  T- 14)  ;  

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  t i ndakan  Bupat i  dalam 

menerb i t kan  sura t  keputusan  ob jek  sengke ta  a  quo  

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  yang  d ia tu r  da lam 

pera tu ran  daerah  no.12  tahun  2006,  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan  secara  subtans i  ob jek  sengke ta  in  l i t i s  

sudah  tepa t ; - - - - - - - -

Bahwa  Ada  t i daknya  t i ndakan  hukum  Terguga t  

yang  ber len tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik ,  ya i t u  Asas  Kepast i an  Hukum,  Asas  Ter t i b  

Penye lenggara  Negaru ,  Asas  Pro fes i ona l ,  Asas  

Propors i ona l i t u s ,  Maje l i s  Hakim akan  memper l imbangkan  

sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   Para     Penggugat     da lam 

gugatannya    mendal i l k an

Terguga t  te lah  melanggar  asas  -  asas  umum 

pemer in t ahan  yang  ba ik  ya i t u  Asas  Kepast i an  Hukum,  

Asas  Ter t i b  Penye lenggara  Negara ,  Asas  Pro fes i ona l ,  

dan  Asas  Propors i ona l i t a s  d ika renakan  Tergugat  dalam 

pengambi lan  keputusan  t i dak  berdasarkan  pera tu ran  

yang  ber laku ,  t i dak  secara  te rbuka  dalam permasa lahan  

Disclaimer
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pemi l i han  perbeke l  d i  desa  Gadungan,  Kecamatan  

Selemadeg Timur ,  Kabupaten  Tabanan ;  - - - - - - - - - -

Bahwa  asas  kepas t i an  hukum  dia r t i k an  dapat  

member ikan  kepas t i an  hak  dan kewaj i ban  seseorang  atau  

badan  hukum  ser ta  hukum  menjamin  t i dak  ada  

kesewenang- wenangan  da lam  masyaraka t .  Asas  kepas t i an  

hukum  menjad i  sumber  hukum  dalam  mengont ro l  atau  

mengawasi  keputusan  keputusan  ta ta  usaha  negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  asas  propors i ona l i t a s  ada lah  asas  yang  

mengutamakan   kese imbangan  anta ra  hak  dan  kewaj i ban  

penye lenggara  negara  ser ta  bahwa  Asas  Persamaan  

Per lakuan  in i  menghendak i  agar  kasus- kasus  yang  sama 

diper l a kukan  sama  pu la  sedangkan  kasus  yang  t i dak  

sama  diper l a kukan  t i dak  sama  sesua i  dengan  t i ngka t  

ket i daksamaannya  ;  - - - - - -

Bahwa   berdasarkan   bukt i  –  bukt i    dan  

saks i    d ipe rs i dangan ,  

Hal  15 dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

di temukan  fak ta  hukum da lam pengu j i an  asas- asas  umum 

pemer in t ahan  yang  ba ik  ya i t u  objek  sengke ta  te rbuk t i  

t i dak  melanggar  pera tu ran  perundangundangan  

sebaga imana  per t imbangan  Maje l i s  Hakim dia tas  ten tang  

kewenangan,  prosedur ,  dan  subtans i  seh ingga  t i ndakan  

te rguga t  t i dak  melanggar  asas  kepast i an  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  asas  pro fes i ona l  d ipe ro l eh  

fak ta  hukum bahwa  BPD te l ah  memfas i l i t a s i  per temuan  

anta ra  para  ca lon  perbeke l ,  anggota  BPD,  ketua ,  waki l  

ser ta  sekre ta r i s  pani t i a  pemi l i han  perbeke l ,  ke l i an  

ban ja r  dinas  di  desa  Gadungan  untuk  menye lesa i kan  

permasa lahan  yang  te r j ad i  (v i de  bukt i  T.7 ,  T.8 ,  T.9 ,  

Disclaimer
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T.10) .  Hasi l  per temuan  te rsebu t  d i l apo rkan  kepada  

Bupat i  Tabanan  sesua i  dengan  bukt i  T.9 ,  dan  oleh  

Bupat i  Tabanan  mengeluarkan  sura t  yang  d i tu j u kan  

kepada  BPD untuk  segera  menyelesa i kan  permasa lahan  

pemi l i han  perbeke l  d ika renakan  kewenangan   BPD  untuk  

mela lukan    pemi l i han    perbeke l ,    sedangkan  

Bupat i  Tabanan  berwenang  untuk  mengesahkan  ca lon  

perbeke l  yang  d i te t apkan  o leh  BPD (v ide  bukt i  T. l 0 ) ,  

o leh  karenanya  Maje l i s  Hakim  berpendapat  Terguga t  

te lah  memenuhi  asas  kete rbukaan  sebe lum  mengeluarkan  

obyek  sengke ta  a  

quo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  /  Pembanding  te lah  

menyatakan  band ing  pada  tangga l  18  Agustus  2011  

sesua i  dengan  akta  permohonan  band ing  yang  d i te r ima  

d ikepan i t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  

te tap i  t i dak  menyampaikan  memor i  band ing ,  seh ingga  

t i dak  ada  a lasan  Penggugat  /  Pembanding  untuk  

melemahkan  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  No:05 /G/2011 /PTUN.Dps  tangga l  18  Agustus  

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  hukum 

te rsebu t  dia tas ,  maka  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Denpasar  No:05 /G/2011 /PTUN.Dps  tangga l  18  

Agustus  2011 harus  d ikua tkan ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Putusan  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  tangga l  18 

Agstus  2011  yang  dimohonkan  band ing    dikua tkan  

dalam  pemer i ksaan   d i t i ngka t   band ing   dan  p ihak  

Hal  16  dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

Pengggat  /  Pembanding  sebaga i  pihak  yang  ka lah  dalam 
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sengke ta  in i ,  maka  te rhadapnya  d ibebankan  untuk  

membayar  b iaya  perkara  dalam  2  (dua)  t i ngka t  

perad i l an  yang  untuk  t i ngka t  band ing  di te t apkan  dalam 

amar  sebaga imana  te rsebu t  d i  bawah 

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memperhat i kan ,  Pasal  –  pasa l  dalam  Undang  – 

undang   Nomor   5  Tahun   1986   yang   diubah   dengan  

Undang  –  undang   Nomor   9 Tahun  2004  dan  perubahan  

kedua    dengan   Undang  –  undang    Nomor   51  Tahun  

2009    ten tang    Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  

pera tu ran  perundang  –  undangan  la innya  yang  

berhubungan  dengan  sengketa  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 M E N G A D I  L I  

1. Mener ima  permohonan  band ing  Penggugat  /  

Pembanding ; - - - - - - - - -

2. Menguatkan  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Denpasar  Nomor  05 /  G /  2011  /  PTUN.Dps  tangga l  

18  Agustus  2011  yang  dimohonkan  

band ing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menghukum Penggugat  /  Pembanding  membayar  b iaya  

perkara  dalam  2  (dua)  t i ngka t  perad i l an  yang  

untuk  d i t i n gka t  band ing  di te t apkan  sebesar  Rp.  

250.000 , -  (Dua  ra tus  l ima  pu luh  r i bu  

rup iah  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  

o leh  Maje l i s  Hakim   Pengadi l an   Tingg i   Tata   Usaha  

Negara    Surabaya    pada  har i

Selasa  tangga l   3  Januar i  2012  o leh  kami  NURNAENI 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, SH. ,  M.Hum sebaga i    Ketua   Maje l i s ,   HM. 

ZAIM  SYAM,  SH.  dan  ANDI  LUKMAN,  SH. ,  MH masing  -  

masing   sebaga i  Hakim Anggota .  Putusan  mana d iucapkan  

dalam  pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  

Kamis  tangga l  5  Januar i  2012  oleh  Maje l i s  Hakim 

te rsebu t  dengan  d iban tu  o leh  WAHYUDI  ARIEF  BUDIMAN,  

SH. ,  MH Pani te ra  Penggant i  pada   Pengadi l an   Tingg i  

Tata   Usaha  Negara   Surabaya ,  tanpa  d ihad i r i

Hal   17  dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY

 para  pihak  yang  bersengke ta  maupun kuasanya .

    Hakim Anggota ,  
Hakim Ketua ,

HM.  ZAIM SYAM,SH                      NURNAENI  
MANURUNG,SH. ,M.Hum           

ANDI LUKMAN, SH. ,MH

                                                 Pani
te ra  Penggant i ,

 

                                                   WA

HYUDI  ARIEF  BUDIMAN,  SH. ,  MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1. Biaya  Metera i  Putusan  ……………..… Rp.    6.000 , -

2. Biaya  Redaks i  Putusan  …………….… Rp.    5.000 , -

3. Biaya  Leges              ………...………… Rp.    3.000 , -

4. Biaya  Pers idangan        ……………..… Rp.   60.000 , -

5. Biaya  Kepani te raan       …………... . . . . . .  Rp.  
176.000 , -

  
_____________

                              Jumlah  
Rp.  250.000 , -

                                             (Dua  
ra tus  l ima  puluh  r i bu  rup iah )

Hal  18  dar i  18 hal  Putusan  No.120/B /2011 /PT.TUN.SBY
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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